
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D 

Menimbang : 

Mengingat 

BUPATI BUNGO 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI BUNGO 

NOMOR 33 TAHUN 2024 

TENTANG 
i AERAH 

KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUNGO, 

bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten 

Bungo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungp Tahun 

Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko 

dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 

LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
PerbendaharaanNegara  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik IndonesiaNomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang...... 2 
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il 
aratur Sip! 6. Und““fi-Undnng Nomor 5 Tahun qud 'Z"f:§HA¥uhun 201 

°8ara (Lembaran Negara Republik In ;cpub“k Indonesia 
Omor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 

ntang Desa (8 Undang-Undnng Nomor 6 Tahun 201:n 2‘%14 Nomor 7, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah ia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495); 
8. Undang-Undan, Nomor 23 Tahun A ia Pemerintahan l§ncmh (Lembaran Negara Republik lndfi:e:ra Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemb.aran tilah 

Republik Indonesia Nomor 5587), SCbagfl‘m‘maU dang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- nAtas 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tha 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  ten ig 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hupungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

2014 tentang 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 
15. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 12); 

16. Peraturan...... 3 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun.2g,112 8 Pembentukan Produk Hukum Daerah sehag.a;::mor ol iubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl teri 
Dap TAhUN 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan by 
D alam Neger; Nomor 80 Tahun 2015 tentang PFmbentu . ok Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi 
Tahun 2018 Nomor 157); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah D{;erah 
Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SlStEl:n Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017‘ 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi 
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); 
Pera.turan_Memeri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

tentang p, 
telah dg B 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyertaan 
Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15); 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 
Nomor 5) sebagaimana telah beberapakali diubah terkhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo 
Tahun 2022 Nomor 6): 

. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo 
Tahun 2021 Nomor 2); 

27. Peraturan......4 
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27.’;""‘“uran Dacrah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Repcabs Tcmbnngunnn Jangka Menengah Dacrah Kabupaten un = ahun 2021-2008 (Lembaran Dacrah Kabupaten Bung 
Tahun 202 Nomor 10); 

28. Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo 
ahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo 

Tahun 2024 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN 

N lenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

g‘ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bungo. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk 
oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati 
dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya 
vang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

g 8. ‘ Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
= perangkat  daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang: 

9. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu vang 
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 

10. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi 

satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi OPD 

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 

Unit Kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau 

kesernua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 
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BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan B j 
la sebesar 

elanja Daerah tahun anggaran 2024 semula set 2‘;;;_2?&;13-5773;343,00. bertambah scbesar Rp249.715.430.837,24. sehingga 1. Pendapa(a}x da‘erz:. 165.180,24. dengan rincian sebagai berikut: 
;. Semula Rp1.183.125.790.286,00. - Bertambah Rp269.17L871.300,24. 
¢. Jumlah pendapatan daerah setelal, perubahan Rp1.452.297.661.586,24. 2. Belanja Daerah 
a. Semula Rp14327.743.734A343,004 b. Bertambah Rp249.715.430.837,24. 
C. Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.577.459.165.180,24. 3. Pembiayaan daerah 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp153.665.944.057,00. 2) Berkurang Rp28.504.440.463,00. 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp125.161.503.594,00. b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula Rp9.048.000.000,00. 
2) Berkurang Rp9.048.000.000,00. 
3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00 

c. Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp125.161.503.594,00. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00. 

Pasal 3 

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari: 

1. LampiranI :  Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok 
Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; 

2. Lampiran Il :  Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; 

3. Lampiranllla : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi 
Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi 
Hibah; 

4. Lampiran[llb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi 
Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi 
Hibah; 

5. LampiranIVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi 
Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD 
Pemberi Bantuan Sosial; 

6. LampiranIVb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi 
Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta 
SKPD Pemberi Bantuan Sosial; 

7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan 
Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD 
Pemberi Bantuan Keuangan; 
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5. Lampi 
piran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Barélll(ls-s 

I;euangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta 
§ emberi " 9. Lampiran via - ‘mberi Bantuan Keuangan; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaralk;l Bel?nja Bagi 
. Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; . Lampiran vip . Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi 

11. Lamo; Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota; . . s ™piran Vic :  Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi 
. Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa; 12, Lampiran vi : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian‘ Objek, 
Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan 
Pembiayaan; 
Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan 
Pembiayaan 

13. Lampiran IX 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupal ti ini. 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 
perangkat daerah sesuai dengan ketentu; 

yang ditetapkan dalam peraturan ini 
pelaksanaan anggaran satuan kerja 

an perundang-undangan.. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
é_ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. 

Ditetapkan di Bungo 
pada tanggal 3( Oktober 20! 

oy o 1| 

Diundangkan di Bungo 
pada tanggal 3| Oktober 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPA' BUNGO 

MURSIDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR £3 
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